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ABSTRAK 

 

Pengangguran yang terjadi diIndonesia menuntut untuk tersedianya 

banyak lapangan pekerjaan yang dapat menampung para pengangguran tersebut. 

Sebagai solusi banyak perusahaan yang menggunakan sumber tenaga kerja 

manusia dalam usaha produksinya. Hubungan ini menuntut adanya perjanjian 

kerja di antara keduanya. PT. Pesona Cipta sebagai salah satu perusahaan 

outsourcing merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang penyaluran 

tenaga kerja atau penyedia jasa. Sebagai perusahaan outsourcing terbesar di 

Yogyakarta pada nyatanya belum juga dapat melakukan pekerjaannya secara 

profesional. Walaupun perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) yang mereka buat 

sudah terlihat sempurna namun pada nyatanya, ada beberapa hak pekerja yang 

tidak dapat mereka penuhi seperti jangka waktu perjanjian, pemotongan upah, dan 

pemenuhan tunjangan transport serta makan. 

Penyusun menggunakan metode field research dalam melakukan 

penelitian, yaitu dengan mengumpulkan data dari lapangan. Teknik pengumpulan 

data yang penyusun gunakan adalah wawancara dan pengumpulan beberapa 

dokumen. Wawancara dilakukan pada PT. Pesona Cipta dan para pekerjanya, 

sedangkan dokumen yang dikumpulkan adalah dokumen-dokumen terkait yang 

dapat digunakan untuk membantu proses penelitian dan penyusunan skripsi. 

Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan normatif-yuridis, yaitu mengacu 

pada norma hukum Islam dan hukum positif di Indonesia, dengan menggunakan 

metode deskriptif-analisis, yaitu terlebih dahulu menggambarkan fakta-fakta yang 

terjadi untuk selanjutnya dianalisis dengan mengacu pada norma hukum Islam. 

Setelah penyusun melakukan penelitian dan analisis, dapat diambil 

kesimpulan bahwa PKWT yang dilakukan oleh PT. Pesona Cipta dan pekerjanya 

adalah fasid menurut hukum Islam karena hanya memenuhi rukun dan syarat 

terbentuknya akad, tetapi tidak memenuhi syarat keabsahan akad. Sedangkan 

menurut hukum positif di Indonesia PKWT ini termasuk akad yang sah karena 

telah memenuhi syarat sah perjanjian yang terdapat dalam KUH Perdata. Dan 

pelaksanaan PKWT tersebut masih terdapat beberapa pelanggaran serta beberapa 

asas yang belum terakomodir, baik menurut hukum Islam maupun hukum positif 

di Indonesia. 
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MOTTO 

 

 

 

“Man Jadda Wajada” 

“Man Shabara Dzafira” 

“Man Saara „ala Darbi Washala” 

 

“I can imagine if there's nothing in my pocket, 

But I can't imagine if there's no knowledge in my mind and religion  

in my heart” 

(Iwan Setyawan, 9 Summers 10 Autumns) 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

 

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan 

bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan 

tulisan bahasa Arab ke bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin di sini 

menggunakan transliterasi dari keputusan bersama Menteri Agama Republik 

Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia no.158 

tahun 1987 dan no. 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai 

berikut: 

 

A. Konsonan tunggal  

Dibawah ini daftar huruf arab dan transliterasinya dangan huruf latin 

Huruf 

Arab 
Nama Huruf Latin Keterangan 

 ا

 ب

 ت

 ث

 ج

 ح

 خ

 د

 ذ

Alîf 

Bâ‟ 

Tâ‟ 

Sâ‟ 

Jîm 

Hâ‟ 

Khâ‟ 

Dâl 

tidak dilambangkan 

b 

t 

ṡ  

j 

ḥ  

kh 

d 

tidak dilambangkan 

be 

te 

es (dengan titik di atas) 

je 

ha (dengan titik di bawah) 

ka dan ha 

de 
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 ر

 ز

 س

 ش

 ص

 ض

 ط

 ظ

 ع

 غ

 ف

 ق

 ك

 ل

 م

 ن

 و

 هـ

 ء

 ي

Zâl 

Râ‟ 

zai 

sin 

syin 

sâd 

dâd 

tâ‟ 

zâ‟ 

„ain 

gain 

fâ‟ 

qâf 

kâf 

lâm 

mîm 

nûn 

wâwû 

hâ‟ 

hamzah 

yâ‟ 

ż 

r 

z 

s 

sy 

ṣ  

ḍ  

ṭ  

ẓ  

„ 

g 

f 

q 

k 

l 

m 

n 

w 

h 

‟ 

Y 

zet (dengan titik di atas) 

er 

zet 

es 

es dan ye 

es (dengan titik di bawah) 

de (dengan titik di bawah) 

te (dengan titik di bawah) 

zet (dengan titik di bawah) 

koma terbalik di atas 

ge 

ef 

qi 

ka 

`el 

`em 

`en 

w 

ha 

apostrof 

ye 

   

B. Vokal 

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia yang terdiri dari 

vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

1.  Vokal Tunggal 



 

xiv 

 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 

harkat, transliterasinya sebagai berikut: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 َ Fathah A a 

 ِ Kasrah I i 

 ُ Dhammah U u 

 

2.  Vokal Rangkap 

Vokal rangkap dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa 

gabungan antara harkat dan huruf, yaitu: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

... َ ْْ  fathah  dan ya Ai a dan i 

... َ َْ  fathah dan wau Au a dan u 

 

Contoh: 

 kataba -  كَزَتَ

 fa‟ala -   فَعَمَ

 żukira -  ذُكِسَ

ٌَتُ  yażhabu -  يَرْ

ظُئِمَ    - su'ila 

 kaifa -  كَيْفَ

C. Maddah 



 

xv 

 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan 

huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Harkat dan huruf Nama Huruf 

dan tanda 

Nama 

... َ َِ  fathah  dan alif ا...

atau ya 

a> a dan garis di atas 

... ِِ kasrah dan ya i > i dan garis di atas 

... َُ Hammah dan 

wau 

u> u dan garis di atas 

 

Contoh: 

 qāla -  قبَلَ

َّ  ramā -  زَم

 qĭla -  قِيْمَ

ُْلُ  yaqūlu -  يَقُ

D.  Ta’marbuṭah 

Transliterasi untuk ta‟marbutah ada dua: 

1. Ta‟marbutah hidup 

  Ta‟marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan 

dammah, transliterasinya adalah “t”. 

2. Ta‟marbutah mati 

  Ta‟marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, 

transliterasinya dalah “h”. 
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3. Kalau pada kata terakhir dengan ta‟marbutah diikuti oleh kata yang 

menggunkan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah maka 

ta‟marbutah itu ditransliterasikan dengan ha(h). 

Contoh: 

َْضَخُ الأَ طْفبَلُ  rauḍah al-aṭfāl -  زَ

    - rauḍatul aṭfāl 

َُّ زَحٌ  al-Madĭnah al-Munawwarah -  انمَدِيْىَخُ انمُىَ

   - al-Madĭnatul-Munawwarah 

 talḥah -   طَهْحَخْ

E.  Syaddah  

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan 

sebuah tanda, tanda syaddah atau tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah 

tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama denganhuruf yang 

diberi tanda syaddah itu. 

 

Contoh: 

 rabbanā - زَثَىَب

 nazzala - وَصَلَ

  al-birr -  انجِسّ

 al-ḥajj - انحَجّ

 nu‟‟ima -  وُعِمَ

F.  Kata Sandang 
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Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu 

 namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang ,ال

yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf 

qamariyah. 

1.  Kata sandang yang diikuti oleh huruf  syamsiyah 

  Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditranslite-rasikan 

dengan bunyinya, yaitu huruf /1/ diganti dengan huruf yang sama dengan 

huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. 

2.  Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah 

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditranslite-rasikan 

sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.  

Baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah, kata 

sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan 

tanda sempang. 

Contoh: 

 ar-rajulu - انسَجُمُ

 as-sayyidu - انعَيِدُ

 as-syamsu - انشَّمْطُ

 al-qalamu - انقَهَمُ

 al-badĭ‟u - انجَدِيْعُ

 al-jalālu - انجَلَالُ

 

G.  Hamzah 
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Dinyatakan di depan bahwa ditransliterasikan dengan apostrof. 

Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan diakhir 

kata. Bila hamzah itu terletak diawal kata, isi dilambangkan, karena dalam 

tulisan Arab berupa alif. 

Contoh: 

َْنَ  ta'khużūna - رَأْخُرُ

ُْءُ  'an-nau - انىَ

 syai'un - شًيْئٌ

 inna -  إِنَ

 umirtu - أُمِسْدُ

 akala - أَكَمَ

H.   Penulisan Kata 

Pada dasarnya setiap kata, baik fi‟il, isim maupun harf ditulis 

terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab 

sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat 

yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan 

juga dengan kata lain yang mengikutinya. 

Contoh: 

َُ خَيْسُ ٍُ   Wa innallāha lahuwa khairu min ar-rāziqĭn  انسَاشِقِيْهَ مهََإِنَ الَله نَ

Wa innallāha lahuwa khairu min-rāziqĭn  

ََانْمِيْصَانَ َْفُُا انْكَيْمَ   Wa aufu> al-kaila wa-almĭzān ََأَ

Wa aufu>l-kaila wal mĭzā 

ٌِيْمُ انْخَهِيْم  Ibrāhĭm al-Khalĭl إِثْسَا
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Ibrāhĭmul-Khalĭl 

ََمُسْظَبٌبَ  Bismillāhi majra>hā wa mursa>hā ثِعْمِ الِله مَجْسَاٌبَ 

َّ انىَبضِ  ًِ ظَجِيْلًاََلِله عَه  حِجُ انْجَيْذِ مَهِ اظْزَطَبعَ إِنَيْ

 

Walillāhi „alan-nāsi hijju al-baiti manistaṭā‟a 

ilaihi sabĭla 

Walillāhi „alan-nāsi hijjul-baiti manistaṭā‟a 

ilaihi sabĭlā 

 

I.  Huruf Kapital 

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam 

transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga.  Penggunaanhuruf  kapital 

seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf  kapital digunakan 

untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama 

diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital 

tetap huruf awal nama diri terebut, bukan huruf awal kata sandangnya. 

ُْلٌ  Wa mā Muhammadun illā rasu>lu ََمَب مُحَمَدٌ إِلَاّ زَظُ

َُضِعَ ََلَ ثَيْذٍ   Inna awwala baitin wud{i’a min linnāsi نِهىَبضِ نَهَرِِ ثِجَكَخَ مُجَبزَكبً مه إِنَ أَ

lallażĭ bibakkata mubārakan 

ًِ انْقُسْا~نُ ٍْسُ زَمَضَبنَ انَرِِ أُوْصِلَ  فِيْ -Syahru Ramaḍān al-lażĭ unzila fĭh al شَ

Qur‟ānu 

Syahru Ramaḍān al-lażĭ unzila fĭhil- 

Qur‟ānu 

 Wa laqad ra‟āhu bil-ufuq al-mubĭn ََنَقَدْ زَا~يُ ثِبلُأفُقِ انْمُجِيْهِ

Wa laqad ra‟āhu bil-ufuqil-mubĭn 
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 Alhamdu lillāhi rabbil al-„ālamĭn انْحَمْدُ لِله زَةِ انْعَبنَمِيْهِ

Alhamdu lillāhi rabbilil „ālamĭn 

Penggunaan huruf awal kapital hanya untuk Allah bila dalam tulisan 

Arabnya memang lengkap demikian dan kalau tulisan itu disatukan dengan 

kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak 

digunakan. 

Contoh: 

 Nas{run minallāhi wa fathun qarĭb ََفَزْحٌ قَسِيْتٌوَصْسٌ مِهَ الِله 

 Lillāhi al-amru jamĭ‟an لِله الَأمْسُ جَمِيْعبً

Lillāhil-amru jamĭ‟an 

 Wallāha bikulli syai‟in „alĭm ََالَله ثِكُمِ شَيْئٍ عَهِيْم
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang Masalah 

Pengangguran dan inflasi adalah dua masalah ekonomi utama yang dihadapi 

setiap masyarakat. Kedua masalah ekonomi itu dapat mewujudkan beberapa efek 

buruk yang bersifat ekonomi, politik dan sosial. Untuk menghindari berbagai efek 

buruk yang mungkin timbul, berbagai kebijakan ekonomi perlu dijalankan.
1
  

Menekan pengangguran hingga nol merupakan hal yang tidak mungkin dan 

diinginkan. Sebab-sebab pengangguran tidak akan pernah dapat dihilangkan sama 

sekali dan usaha mengurangi jumlah pengangguran yang berasal dari sebab-sebab itu 

sangat mahal.
2
 Namun bukan berarti pengangguran tidak dapat dikurangi. 

Pengangguran dapat dikurangi dengan cara menambah lapangan kerja. Luasnya 

lapangan kerja tersebut akan menimbulkan berbagai kerjasama antara pengusaha dan 

pekerja. 

Konsekuensi logis dari suatu kerjasama adalah adanya perjanjian. Di 

Indonesia sendiri, negara mengadakan peraturan-peraturan mengenai hak dan 

kewajiban buruh dan majikan, baik yang harus dituruti kedua belah pihak maupun 

                                                           
1
 Sudono Sukirno, Makroekonomi: Teori Pengantar , (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 

hlm. 331.  

2
 Richard G.Lipsey, Peter O. Steiner, Douglas D Purvis, Pengantar Makroekonomi, (Jakarta: 

Erlangga, 1992), hlm. 291. 
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yang hanya akan berlaku bila kedua belah pihak tidak mengaturnya sendiri dalam 

perjanjian kerja.
3
 Pengertian dari perjanjian sendiri telah ada dalam Pasal 1313 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan 

dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau 

lebih”.
4
 Salah satu Undang-Undang yang mengatur tentang perjanjian kerja di 

Indonesia yaitu UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Disebutkan di 

dalamnya bahwa hubungan kerja terjadi karena perjanjian kerja antara pengusaha 

dan pekerja/ buruh.
5
 Demikian juga menurut Subekti, Undang-Undang membagi 

perjanjian untuk melakukan pekerjaan dalam tiga macam yaitu:
6
 

1. Perjanjian kerja untuk melaksanakan jasa-jasa tertentu; 

2. Perjanjian perburuhan; 

3. Perjanjian pemborongan pekerjaan. 

Hari Buruh Internasional atau biasa dikenal dengan May Day diperingati 

setiap tanggal 1 Mei di seluruh dunia. Sedemikian penting dan hebohnya May Day, 

maka seluruh lapisan masyarakat baik yang berstatus sebagai buruh ataupun bukan 

akan terlibat atau 'terpaksa' terlibat dalam peringatan hari buruh tersebut karena jalan-

                                                           
3
 Ahmad Azhar Basyir, Asas-asas Hukum Mu’amalat, (Yogyakarta: Universitas Islam 

Indonesia Press, 2000), hlm. 11. 

4
 Subekti dan Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, cet.ke-40, (Jakarta: 

Pradnya Paramita, 2009), hlm. 338. 

5
 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 50. 

6
 Subekti, Aneka Perjanjian, cet.ke-2, (Bandung: Alumni, 1977), hlm. 69. 
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jalan macet dan tidak bisa melakukan kegiatan sebagaimana hari-hari kerja yang 

lain.
7
 

May Day identik dengan demonstrasi karena kegiatan ini masih dipandang 

sebagai strategi yang efektif untuk menyampaikan aspirasi para buruh, termasuk di 

dalamnya segala macam persoalan yang dihadapi buruh. Namun, permasalahan buruh 

sebenarnya permasalahan sederhana. Alasannya, pertama, permasalahan yang terjadi 

antara buruh dan pengusaha pada dasarnya terletak pada kurang adanya jaminan 

kesejahteraan baik berupa jaminan pekerjaan “job secure” maupun adanya 

penghasilan yang terus menerus “financial secure”.  

Kedua, kurang optimalnya perlindungan dari negara terhadap tindakan 

sewenang-wenang pengusaha yang secara posisi ekonomi lebih kuat dibandingkan 

dengan buruh. Kedua pokok permasalahan tersebut adalah tanggungjawab negara 

sebagai pengemban amanat UUD 1945 yaitu mewujudkan masyarakat yang sejahtera, 

adil, makmur yang merata, baik materiil maupun spiritual. Tentu saja masyarakat 

dalam hal ini termasuk juga para buruh.
8
 

Permasalahan buruh yang timbul di Yogyakarta memang tidak separah di 

Jakarta atau kota-kota industri besar lainya. Hal ini tidak berarti iklim usaha di 

Yogyakarta sepi dari permasalahan buruh atau tenaga kerja. Contoh riil yang telah 

                                                           
7
  http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt518249717f985/may-day-dan-permasalahan-

buruh-yang-sebenarnya-sederhana-broleh--sugeng-santoso-pn-, diakses tanggal 04 Mei 2013. 

8
 Ibid.  

http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt518249717f985/may-day-dan-permasalahan-buruh-yang-sebenarnya-sederhana-broleh--sugeng-santoso-pn-
http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt518249717f985/may-day-dan-permasalahan-buruh-yang-sebenarnya-sederhana-broleh--sugeng-santoso-pn-
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dijumpai adalah permasalahan buruh/pekerja yang timbul di PT. Pesona Cipta 

Yogyakarta. 

PT. Pesona Cipta merupakan Badan Usaha Penyalur Jasa, atau lebih sering 

dikenal sebagai perusahaan yang bergerak di bidang outsourcing (sekarang alih 

daya). Perusahaan ini telah berdiri sejak tahun 1992 di Yogyakarta dan telah memiliki 

beberapa kantor cabang di Jawa dan Luar Jawa. Melihat tumbuh kembang perusahaan 

ini, tidak heran jika perusahaan ini telah memiliki banyak karyawan dan menyalurkan 

banyak tenaga kerja. 

PT. Pesona Cipta merupakan perusahaan outsourcing terbesar di Yogyakarta. 

Hampir semua bank di Yogyakarta memanfaatkan jasa perusahaan ini. Perusahaan ini 

ternyata juga telah terkenal di kalangan warga Yogyakarta, bahkan perusahaan ini 

telah banyak membangun hubungan baik dengan warga Yogyakarta. PT. Pesona 

Cipta bersama warga sekitar Kali Code pernah memenangkan rekor MURI melalui 

kegiatan kerja bakti dengan tema”Sejuta Cinta Sejuta Pesona Kali Code” yang 

mereka lakukan pasca letusan merapi 2010. Kegiatan ini diikuti lebih dari 2000orang. 

Kegiatan kerja bakti ini menurut mereka (pihak PT. Pesona Cipta) merupakan 

salah satu wujud kepedulian mereka terhadap lingkungan dan kebersihan, karena me 

reka pun bergerak di bidang jasa kebersihan. Memang, PT. Pesona Cipta ini 

merupakan perusahaan outsourcing di Yogyakarta yang menyediakan jasa seperti 

cleaning service, office boy/girl, satpam dan lain-lain. 

Melihat kebesaran nama PT. Pesona Cipta, sudah sewajarnya jika banyak 

perusahaan yang tertarik untuk menggunakan jasa yang ditawarka PT. Pesona Cipta 
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dan banyak pula orang yang mendaftar kerja sebagai karyawan/ pekerja di PT. Pesona 

Cipta. Namun, berdasarkan penuturan salah seorang mantan pegawai PT. Pesona 

Cipta (tidak berkenan disebutkan namanya), banyak permasalahan yang terjadi di 

perusahaan ini, terutama dengan perjanjian yang mereka buat. 

PT. Pesona Cipta ( disebut vendor) sebagi perusahaan outsourcing dalam 

menjalankan bisnisnya tentu bersenjatakan kontrak/perjanjian. Baik itu perjanjian 

yang dibuat antara PT. Pesona Cipta (vendor) dengan perusahaan mitra (user) 

maupun antara PT. Pesona Cipta dengan pekerja. Oleh karenanya, PT. Pesona Cipta 

tentu sering membuat PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu) dengan pekerja yang 

nantinya akan ditempatkan di mitra perusahaan (user). PKWT itu memuat beberapa 

pasal atau klausul yang mengatur hubungan karyawan dengan PT. Pesona Cipta 

seperti penempatan, hak dan kewajiban masing-masing pihak, upah, sanksi, masa 

kerja/kontrak dan lain-lain. 

Sekilas semua PKWT yang dibuat oleh perusahaan ini tidak ada masalah 

apapun, termasuk dalam pasal upah. Upah yang diperjanjikan semua telah memenuhi 

batas minimal UMK (Upah Minimum Kabupaten). Namun jika diteliti lebih cermat 

ada beberapa pasal yang terasa ganjal dan ada beberapa hal yang belum diatur dalam 

perjanjian ini. Misalnya pada pasal jangka waktu perjanjian, di sana disebutkan 

bahwa kontrak kerja berlaku untuk jangka waktu satu tahun. 

Berdasarkan hasil wawancara kepada salah satu pengurus perusahaan ini, jika 

user masih menginginkan, kontrak ini dapat diperpanjang dengan jangka waktu satu 

tahun lagi, dan jika masih menginginkan bisa diperpanjang satu tahun lagi, begitu 
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seterusnya sesuai permintaan user. Padahal “perjanjian kerja untuk waktu tertentu 

dapat diadakan paling lama dua tahun, perpanjangan diperbolehkan untuk waktu 

paling lama satu tahun.” 

Undang-Undang Ketenagakerjaan telah menyatakan bahwa  PKWT yang 

didasarkan atas jangka waktu tertentu dapat diadakan untuk (pertama kali) paling 

lama 2 (dua) tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu 

paling lama 1 (satu) tahun, dan pembaharuan PKWT (setelah PKWT pertama selesai) 

hanya boleh dilakukan satu kali  paling lama 2 (dua) tahun. 

Namun di balik kejanggalan itu, masih terdapat kejanggalan lain yang 

menurut penulis bersifat positif. Idealnya seorang pekerja outsource tidak 

mendapatkan THR dan pesangon, tetapi di PT. Pesona Cipta ini setiap pekerja 

outsorce mendapatkan THR sebesar satu kali gaji dari PT. Pesona Cipta, walaupun ia 

masih bekerja pada jangka waktu satu tahun pertama. 

Mengetahui praktik outsourcing yang ada di PT. Pesona Cipta, penulis merasa 

tergugah untuk mengetahui lebih jauh dunia outsourcing, khususnya pada PKWT-nya 

karena sudah sering penulis mendengar banyak tentang kelebihan dan kekurangan 

dari sistem ini. Kelebihan atau keuntungan lebih sering dilontarkan oleh perusahaan 

outsourcing maupun perusahaan mitranya. Sedangkan mayoritas pekerja outsource 

menyuarakan kekurangan atau kelemahan dari sistem ini. 
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B. Pokok Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, dapat 

disimpulkan bahwa pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah: 

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap perjanjian kerja waktu tertentu 

(PKWT) di PT. Pesona Cipta Yogyakarta? 

2. Bagaimana tinjauan hukum positif di Indonesia terhadap perjanjian kerja 

waktu tertentu (PKWT) di PT. Pesona Cipta Yogyakarta? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan 

Tujuan dari penyusun melakukan penelitian ini adalah: 

a. Penyusun mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap perjanjian kerja 

waktu tertentu (PKWT) di PT. Pesona Cipta Yogyakarta. 

b. Penyusun mengetahui tinjauan hukum positif di Indonesia terhadap 

perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) di PT. Pesona Cipta Yogyakarta. 

2. Kegunaan 

Adapun kegunaan yang diharapkan dapat diambil dari penelitian ini 

adalah: 

a. Hasil dari penelitian ini dapat memberi tambahan wawasan mengenai 

perkembangan keilmuan yang berkaitan langsung dengan hukum Islam 

dan hukum positif di Indonesia bagi penyusun pada khususnya dan insan 

akademik lain yang membacanya. 
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b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumbangsih 

pemikiran dalam khazanah intelektual bagi civitas akademik UIN Sunan 

Kalijaga, khususnya Jurusan Muamalat Fakultas Syariah dan Hukum 

terhadap kajian ketenagakerjaan yang meliputi perjanjian kerja waktu 

tertentu (PKWT). 

D. Telaah Pustaka 

Penelitian ini disusun berdasarkan beberapa hasil penelitian yang telah ada 

baik berupa skripsi, tesis maupun disertasi. Tidak lupa beberapa buku yang 

membahas tentang judul penelitian ini sehingga dapat membantu proses penyusunan 

karya ilmiah ini dalam bentuk skripsi. Berikut adalah beberapa pustaka yang 

berkaitan dengan penelitian ini: 

Skripsi dengan judul “Problematika Hukum Dalam Pengaturan Hak Pekerja 

Kontrak Outsourcing di Indonesia (Studi Perspektif HukumIslam)”
9
, yang ditulis oleh 

Moh. Hasyim Muhsoni, mahasiswa Jurusan Muamalat, Fakultas Syariah dan Hukum, 

UIN sunan Kalijaga, Yogyakarta. Skripsi ini membahas tentang pandangan hukum 

Islam terhadap masalah ketidakjelasan dalam peraturan perundang-undangan yang 

mengatur masalah hak tenaga kontrak outsourcing di Indonesia. Moh. Hasyim juga 

membahas masalah pertentangan hukum (inkonsistensi) di dalam UU No. 13 tahun 

2003 tentang Ketenagakerjaan, mengenai hak pekerja outsourcing terutama masalah 

                                                           
9
 Moh. Hasyim Muhsoni, “Problematika Hukum Dalam Pengaturan Hak Pekerja Kontrak 

Outsourcing di Indonesia (Studi Perspektif Hukum Islam)”, Skripsi Fakultas Syariah UIN Sunan 

Kalijaga Yogyakarta (2009). 
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upah dan pesangon. Penelitian ini termasuk jenis penelitian library research dan 

dilakukan dengan pendekatan kualitatif normatif. 

Selain itu ada skripsi “Outsourcing dan Implementasinya di Indonesia (Studi 

Komparatif antara UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Hukum 

Islam)”
 10

, disusun oleh Ratminto. Skripsi ini memaparkan masalah perjanjian kerja 

dan implementasinya yang terjadi di Indonesia. Namun,  implementasi yang dibahas 

masih bersifat global. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif, 

sehingga ia lebih berkonsentrasi membandingkan masalah outsourcing dan 

implementasinya dengan menggunakan kacamata UU No. 13 tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan dan Hukum Islam. Penelitian ini termasuk penelitian library 

research. 

Skripsi lainnya berjudul “Perjanjian Kerja Outsourcing Dalam Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Menurut Hukum Islam”
11

, 

yang ditulis oleh Didit Aditia Permana. Skripsi ini juga menggunakan pendekatan 

normatif dan termasuk penelitian library research. Hampir sama dengan kedua 

skripsi di atas, Didit dalam skripsinya mencoba melihat kejelasan hukum perjanjian 

kerja outsourcing menggunakan tinjauan hukum Islam. Saat itu, Didit melihat bahwa 

                                                           
10

 Ratminto, “Outsourcing dan Implementasinya di Indonesia (Studi Komparatif antara UU 

No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Hukum Islam)”, Skripsi Fakultas Syariah dan 

Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2011). 

11
 Didit Aditia Permana,“Perjanjian Kerja Outsourcing Dalam Undang-Undang Nomor 13 

Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Menurut Hukum Islam”, Skripsi Fakultas Syariah UIN Sunan 

Kalijaga Yogyakarta (2009) 
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ada sesuatu yang tidak beres pada peraturan pembuatan perjanjian kerja outsourcing 

yang terdapat dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.  

Selanjutnya adalah skripsi berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap 

Perjanjian Kerja Waktu Tertentu di CV. Sarana Karya Mulia”
12

 yang ditulis oleh 

Joko Teo Briliyanto. Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan/ field research 

yang menggunakan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan 

mendokumentasikan dokumen serta literature terkait. Sifat dari penelitian untuk 

skripsi ini adalah deskriptif analiti, yaitu penelitian yang dimulai dari deskripsi/ 

menggambarkan data lapangan yang selanjutnya dianalisis dengan pendekatan 

normatif, yaitu mengacu pada hukum Islam yang ada. PKWT yang ada di CV. Sarana 

Karya Mulia adalah PKWT dalam bentuk lisan. 

 Skripsi dengan judul “Perjanjian Kerja Guru Kontrak di Kecamatan Prajekan 

Kabupaten Bondowoso Jatim dalam Perspektif Hukum Islam”
13

 yang ditulis oleh 

Dedy Efendy. Skripsi ini merupakan hasil dari penelitian lapangan/ field research 

yang dilakukan pada guru-guru kontrak di Kecamatan Prajekan. Penelitian ini khusus 

meneliti tentang gaji yang diterima oleh guru-guru kontrak di Kecamatan Prajekan. 

Skripsi ini menggunakan pendekatan normatif, yaitu menggunakan norma-norma 

                                                           
12

 Joko Teo Briliyanto,”Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Kerja Waktu Tertentu di 

CV. Sarana Karya Mulia Klaten”, Skripsi Fakultas Syari‟ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2010) 

13
 Dedy Effendi,”Perjanjian Kerja Guru Kontrak di Kecamatan Prajekan Kabupaten 

Bondowoso Jawa Timur dalam Perspektif Hukum Islam”, Skripsi Fakultas Syari‟ah UIN Sunan 

Kalijaga Yogyakarta (2007)  
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hukum Islam dalam menganalisis objek penelitian. Sifat dari penelitian ini adalah 

deskriptif analisis.   

Pustaka terakhir yang penyusun gunakan adalah tesis karya Jumailah, S.H.I., 

yang berjudul,”Kontrak Kerja pada PT. Primatexco Indonesia Batang dan 

Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Karyawan (Analisis Yuridis Undang-undang 

Ketenagakerjaan No. 13 tahun 2003).”
14

 Penelitian yang dilakukan dalam tesis ini 

merupakan penelitian lapangan/ field research dengan menggunakan pendekatan 

yuridis-normatif. Objek penelitian tesis ini adalah adalah PT. Primatexco Indonesia 

Batang dengan sifat penelitian deskriptif analitik. Inti dari permasalahan yang diteliti 

dalam tesis ini adalah implikasi dari kontrak kerja di PT. Primatexco Indonesia 

Batang terhadap kesejahteraan karyawan. 

Berdasar beberapa pustaka yang telah penyusun baca, pustaka yang paling 

mendekati adalah Tesis milik Jumailah. Akan tetapi penyusun masih merasa perlu 

untuk menuliskan skripsi penyusun ini karena objek penelitian yang diteliti berbeda. 

Penyusun akan meneliti pelaksanaan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) di PT. 

Pesona Cipta Yogyakarta. Sedangkan tesis Jumailah lebih fokus pada implikasi 

terhadap kesejahteraan karyawannya.  

E. Kerangka Teoretik 

Dasar hukum perikatan diatur dalam buku III Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata. Buku III menganut asas kebebasan, dalam hal membuat perjanjian (beginsi 

                                                           
14

  Jumailah,”Kontrak Kerja pada PT. Primatexco Indonesia Batang dan Implikasinya 

terhadap kesejahteraan Karyawan (Analisis Yuridis Undang-undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 

2003), Tesis Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2010). 
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der contractsverijheid). Asas ini dapat disimpulkan dari pasal 1338, menerangkan 

bahwa segala perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang 

bagi mereka yang membuatnya.
15

 Pasal 1338 ayat (1) di atas juga menunjukkan 

adanya asas pacta sun servanda, bahwa setiap orang yang membuat kontrak, dia 

terikat untuk memenuhi kontrak tersebut karena kontrak tersebut mengandung janji-

janji yang harus dipenuhi dan janji tersebut mengikat para pihak sebagaimana 

mengikatnya undang-undang.
16

Akan tetapi dari peraturan ini dapat ditarik kesimpulan 

bahwa orang leluasa untuk membuat perjanjian apa saja, asalkan tidak melanggar 

ketertiban umum yang diatur dalam bagian khusus buku III.  

Pembatasan ini tertuang dalam syarat sah perjanjian yang tertuang dalam 

Pasal 1320 BW, yaitu supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat 

syarat: kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; kecakapan untuk membuat 

suatu perikatan; suatu pokok persoalan tertentu; dansuatu sebab yang tidak 

terlarang.
17

 

 Walaupun perjanjian dalam Buku III menganut asas terbuka, namun sebuah 

perjanjian juga dibuat berdasarkan iktikad baik. Asas iktikad baik merupakan salah 

satu asas yang dikenal dalam hukum perjanjian. Ketentuan tentang iktikad baik ini 

                                                           

15
 Wawan Muhwan Hariri, Hukum Perikatan: Dilengkapi Hukum Perikatan dalam Islam, 

(Bandung: PustakaSetia, 2011), hlm. 23.  

16
 Ahmadi Miru, Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak, (Jakarta:Rajawali Pers, 2011), 

hlm. 4-5.  

17
 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata  
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diatur dalam pasal 1338 ayat (3) bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad 

baik.
18

 

 Mulai tahun 2003, perjanjian kerja di Indonesia diatur khusus oleh Undang-

Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Undang-undang Nomor 13 

Tahun 2003 tidak menegaskan definisi perjanjian kerja untuk waktu tertentu. Definisi 

perjanjian kerja untuk waktu tertentu ditegaskan di dalam Keputusan Menteri Tenaga 

Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: KEP. 100/MEN/VI/2004 tentang 

Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu. Pasal 1 angka 1 keputusan 

menteri ini menegaskan bahwa perjanjian kerja waktu tertentu adalah perjanjian kerja 

antara pekerja/buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja dalam 

waktu tertentu atau untuk pekerjaan tertentu.
19

 

Pasal 64 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 menegaskan,”Perusahaan 

dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lainnya 

melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyediaan jasa pekerja/buruh secara 

tertulis”. Ketentuan di dalam pasal 64 inilah yang yang sering disebut outsourcing. 

Bidang mu‟amalah merupakan bidang yang sangat luas ruang lingkupnya, 

sehingga dalil al-Qur‟an dan al-Hadits tidak mungkin menyebutkan secara terperinci, 

untuk itu dalam memecahkan persoalan-persoalan muamalah diperlukan ijtihad 

dalam bidang muamalah. Adapun secara garis besar prinsip-prinsip hukum Islam 

                                                           
18

 Ahmadi Miru, Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak, hlm. 5. 

19
 Abdul R. Budiono, Hukum Perburuhan, (Jakarta: Indeks, 2011), hlm. 39-40.  
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yang harus dijadikan pedoman dalam melaksanakan aktivitas mu‟amalah, menurut 

Ahmad Azhar Basyir, adalah sebagai berikut:
20

 

1. Pada dasarnya segala bentuk mu‟amalah adalah mubah, kecuali yang ditentukan 

oleh al-Qur‟an dan Sunnah Rasul. 

2. Mu‟amalah dilakukan atas dasar suka rela, tanpa mengandung unsur-unsur 

paksaan. 

3. Mu‟amalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan 

menghindarkan mudarat dalam hidup masyarakat. 

4. Mu‟amalah dilaksanakan dengan memelihara keadilan, menghindarkan unsur-

unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan. 

Prinsip pertama mengandung maksud, bahwa hukum Islam memberikan 

kebebasan pada setiap orang yang melaksanakan akad muamalah dengan ketentuan 

atau syarat-syarat apa saja sesuai yang diinginkan, asalkan dalam batas-batas tidak 

bertentangan dengan ketentuan dan nilai agama.  

Suatu ketentuan yang berlaku umum dan telah dikenal di kalangan masyarakat 

sebagai suatu adat kebiasaan (‘urf), mempunyai kekuatan hukum yang sama apabila 

ketentuan itu dinyatakan sebagai suatu syarat yang harus berlaku dalam suatu akad. 

Artinya, bahwa adat (‘urf) tersebut mempunyai daya mengikat sebagai suatu syarat 

yang dibuat dalam akad. Kaidah fiqh menyebutkan: 

                                                           
20

 Ahmad Azhar Basyir, Asas-Asas Hukum Mu’amalat, hlm. 15-16. 
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21
 

Syariat Islam mengakui „urf sebagai dasar hukum dalam menetapkan 

ketentuan dalam pelaksanaan mu‟amalah. Kaidah fiqh menyebutkan: 

22
 

23
 

Prinsip kedua memperingatkan agar kebebasan kehendak pihak-pihak yang 

bersangkutan selalu diperhatikan. Pelanggaran terhadap kebebasan kehendak seperti 

adanya unsur-unsur paksaan atau unsur penipuan, berakibat tidak dapat 

dibenarkannya suatu bentuk akad mu‟amalah. Berdasarkan firman Allah:  

24
 

Kaidah fiqh menyebutkan: 

25
 

                                                           
21

 Asjmuni „Abd al-Rahman, Qaidah-Qaidah Fiqh. (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 125. 

22
 Ibid., hlm. 88. 

23
 Ibid., hlm. 62. 

24
 an-Nisa‟ (4) : 29  

25
 Asjmuni „Abd ar-Rahman, Qaidah-Qaidah Fiqh, hlm. 44. 
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Prinsip ketiga memperingatkan, bahwa suatu bentuk akad mu‟amalah 

dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan dari 

madarat dalam hidup masyarakat, dengan akibat bahwa segala bentuk akad 

mu‟amalah yang merusak kehidupan masyarkat tidak boleh. Kaidah fiqh 

menyebutkan:

26
  

Membina hukum Islam berdasarkan kemaslahatan itu harus benar-benar dapat 

membawa kemanfaatan dan menolak kemadaratan. Akan tetapi, apabila hanya 

sekedar berdasarkan perkiraan akan adanya kemanfaatan yang akan timbul, maka 

pembinaan hukum yang semacam itu tidak dibenarkan oleh syari‟at. 

Prinsip keempat menegaskan, bahwa dalam melaksanakan hubungan 

mu‟amalah harus ditegakkan berdasarkan prinsip-prinsip keadilan, tanpa 

mengandung unsur penindasan. Yang dimaksud keadilan di sini, adalah memberikan 

sesuatu yang menjadi haknya secara seimbang (proporsional) antara jasa yang 

diberikan dengan imbalan yang diterima.
27

  Sebagaimana firman Allah: 

28
 

                                                           
26

 As-Suyuti, al-Asbah wa an-Nadair, (Beirut: Dar al-Fikr, 1415 H/1995), hlm. 63. 

27
 Ahmad Azhar Basyir, Refleksi Atas Persoalan Keislaman, cet.ke-2, (Bandung: Mizan, 

1994), hlm.191. 

28
 An-Nahl (16) : 90.  
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Setiap yang dapat diambil manfaatnya serta tetap keadaannya adalah sah 

untuk dipersewakan,  jika manfaat-manfaatnya tadi dapat dipastikan dengan salah 

satu dari dua hal, yaitu: 1. Dengan masa, atau 2. Dengan pekerjaan. Secara mutlak 

persewaan itu dibayar di muka, kecuali apabila disyaratkan bayar belakang. 

Persewaan
29

 tidak menjadi batal karena matinya salah seorang dari keduanya (dari 

penyewa maupun yang menyewakan) melakukan akad. Tetapi persewaan itu batal 

karena rusaknya barang yang disewakan. Penyewa tidak diberikan beban untuk 

mengganti kerugian kecuali jika karena ketidak hati-hatiannya.
30

  

Suatu akad menjadi sah apabila rukun-rukun dan syarat-syarat tersebut 

dipenuhi, dan tidak sah apabila rukun dan syarat yang dimaksud tidak dipenuhi. Akan 

tetapi, oleh karena syarat-syarat akad itu beragam jenisnya maka kebatalan dan 

keabsahan akad menjadi bertingkat-tingkat sesuai dengan sejauh mana rukun dan 

syarat-syarat itu terpenuhi. Dalam mazhab Hanafi, tingkat kebatalan dan keabsahan 

itu  dibedakan menjadi lima peringkat yang sekaligus menggambarkan urutan akad 

dari yang paling tidak sah hingga kepada yang paling tinggi tingkat keabsahannya. 

                                                           
29

 Transaksi sewa menyewa(ijarah) menjadi batal sebab rusaknya barang yang disewakan 

sebagaimana disebutkan di atas, adalah batalnya ijarah untuk waktu yang akan datang bukan ijarah 

yang telah berlalu. Dan mengenai ongkos untuk masa yang telah terlaksana adalah dengan 

mempertimbangkan ongkos mitsil (secara umum) masa yang akan datang. 

30
 Syekh Abu Syuja‟ Ahmad Husain, Matnul Ghayah wat Taqrib, penerjemah: A. Ma‟ruf 

Ansori, (Surabaya: Al-Miftah, 2000), cet.I, hlm. 82-83. 
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Tingkat-tingkat tersebut adalah: akad batil; akad fasid; akad maukuf; akad nafiz gair 

lazim; dan akad nafiz lazim.
31

 

F. Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah jenis penelitian lapangan (field 

research), yaitu penelitian yang datanya diperoleh dari lapangan secara 

langsung. Lapangan yang dimaksud di sini adalah PT. Pesona Cipta, 

Yogyakarta. 

2. Sifat Penelitian 

Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis. Deskriptif yang dimaksud 

yaitu menemukan fakta dengan interpretasi yang tepat sehingga dapat 

mengeksplorasi lebih lanjut untuk mengenal fenomena-fenomena untuk 

keperluan studi selanjutnya.
32

 Sedangkan analisis yang dimaksud adalah 

menganalisa apa yang telah dideskriptifkan sebelumnya menggunakan pisau 

hukum Islam. 

 

                                                           
31

 Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih 

Muamalat, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 244. 

32
 Moh. Nazir, Metode Penelitian, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), hlm. 89.  
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3. Teknik Pengumpulan Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari catatan 

lapangan yang merupakan catatan yang berisikan hasil wawancara terhadap 

beberapa nara sumber. Nara sumber yang dimaksud adalah pihak-pihak yang 

berwenang memberikan informasi mengenai hukum kontrak di PT. Pesona 

Cipta dan beberapa staf karyawan yang bekerja di PT. Pesona Cipta, serta 

beberapa pekerja yang ditempatkan di perusahaan mitra (user). Selain itu, data 

dapat diperoleh dari sumber data tertulis yang berupa beberapa dokumen 

instansi/kantor. 

4. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan normatif-

yuridis. Hasil dari penelitian ini akan dianalisis dengan mengacu pada norma-

norma hukum Islam dengan dikaitkan dengan  hukum positif di Indonesia, 

yaitu Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Undang-undang Nomor 13 

Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 

5. Teknik Analisis Data 

Analisis dalam penelitian ini adalah induktif, dengan cara melakukan 

eksplorasi dan penemuan (discovery oriented) dan tidak bermaksud menguji 

teori. Analisis maju bertahap James Spradley dapat diterapkan dalam 

penelitian ini, dengan artian pengumpulan data dan analisis data dapat 

dilakukan secara bersamaan dengan cara saat pengumpulan data dilakukan, 
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saat itu pula dilakukan analisis data dan reduksi data sehingga peneliti dapat 

melacak data berikut yang diharapkan.
33

 

G. Sistematika Pembahasan  

Penyusun membagi penyusunan skripsi ini menjadi lima bab yang saling 

berkesinambungan, yaitu: 

Bab pertama berupa pendahuluan yang berfungsi memberikan gambaran 

skripsi secara keseluruhan, mulai dari latar belakang masalah, rumusan masalah, 

tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, 

sampai sistematika pembahasan. 

Bab kedua, merupakan kelanjutan dari bab pertama yang berisikan teori yang 

akan digunakan untuk menganalisa kasus yang ada dalam Bab ketiga. Bab ini akan 

membahas tentang perjanjian kerja dalam hukum Islam dan hukum positif di 

Indonesia. Perjanjian kerja dalam hukum Islam meliputi pengertian ija>rah, dasar 

hukum ija>rah, pembagian ija>rah, rukun dan syarat ija>rah, serta hak dan kewajiban 

ija>rah. Sedangkan perjanjian kerja dalam hukum positif di Indonesia meliputi 

pengertian perjanjian kerja, subjek dan objek perjanjian, syarat sah perjanjian, asas-

asas perjanjian, serta perjanjian kerja waktu tertentu.  

Bab ketiga, berisikan gambaran umum mengenai keadaan PT. Pesona Cipta, 

seperti profil perusahaan, proses perekrutan dan penyaluran tenaga kerja, serta 

                                                           
33

 Muhammad Idrus, Metode penelitian Ilmu Sosial, (Jakarta: Erlangga, 2009), hlm. 27-30. 
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masalah yang dihadapi PT. Pesona Cipta. Bab ini juga akan membahas tentang 

perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) yang telah diterapkan oleh PT. Pesona Cipta. 

Pembahsan mengenai PKWT merupakan hasil dari data yang diperoleh dari PT. 

Pesona Cipta dan hasil wawancara dari pengurus serta pekerja PT. Pesona Cipta.  

Bab keempat, merupakan bagian yang berisikan analisis terhadap data-data 

yang telah diperoleh, yang telah disajikan dan dibahas pada bab ketiga. Analisis yang 

dimaksud dalam bab ini adalah analisis hukum Islam dan hukum positif di Indonesia 

terhadap pelaksanaan perjanjian kerja kerja waktu tertentu (PKWT) di PT. Pesona 

Cipta, Yogyakarta.  

Terakhir bab kelima, merupakan bab penutup dari skripsi yang berisikan 

kesimpulan yang merupakan jawaban dari semua permasalahan yang telah diteliti dan 

dianalisis, serta beberapa saran untuk kemajuan dan kebaikan sistem ketenagakerjaan 

di Indonesia. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Dari hasil penelitian dan penulisan penyusun dalam Bab I, Bab II, Bab III, dan 

Bab IV dapat diperoleh beberapa kesimpulan antara lain: 

1. PKWT yang dilakukan antara PT. Pesona Cipta dan pekerjanya tergolong akad 

fasid, di mana rukun dan syarat adanya akad telah terpenuhi namun syarat 

keabsahan akad ada yang tidak terpenuhi yaitu kerelaan kedua belah pihak yang 

berakad dan mengetahui manfaat dengan sempurna barang yang diakadkan. 

Sedangkan dalam pelaksanaan akadnya masih ada beberapa hak dan kewajiban 

dari masing-masing pihak yang belum terpenuhi. Pekerja yang belum dapat 

memenuhi kewajibannya merugikan kepentingan perusahaan mitra kerja. 

Sedangkan perusahaan yang tidak dapat memenuhi kewajibannya telah 

merugikan pihak pekerja dan pihak perusahaan mitra kerja. PKWT ini juga 

belum mengakomodir beberapa asas perjanjian, di antaranya asas kebebasan 

berkontrak, asas keadilan dan asas amanah. 

2. Sedangkan menurut hukum positif di Indonesia, PKWT yang dilakukan oleh PT. 

Pesona Cipta dan pekerjanya termasuk akad yang sah. Namun dalam ranah 

pembuatan maupun pelaksanaannya masih ada beberapa asas yang belum 
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terpenuhi, yaitu asas kebebasan berkontrak, asas iktikad baik dan asas kebebasan 

berkontrak. Adapun dalam pelaksanaannya juga masih ditemukan beberapa 

masalah atau kendala yang berjalan tidak sesuai dengan isi perjanjian dan 

peraturan yang berlaku. Pelaksanaan kewajiban oleh kedua belah pihak serta 

pemenuhan hak oleh pihak PT. Pesona Cipta belum sesuai dengan apa yang ada 

dalam PKWT. Sedangkan untuk jangka waktu perjanjian bertentangan dengan 

ketentuan yang berlaku di Undang-undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 

2003. 

B. Saran  

Berdasarkan hasil analisa hukum Islam terhadap pelaksanaan perjanjian kerja 

waktu tertentu (PKWT) di PT. Pesona cipta dan kesimpulan yang didapatkan, 

penyusun measa perlu memberikan beberapa saran. Beberapa saran tersebut antara 

lain: 

1. PT. Pesona Cipta sebagai pihak yang memberikan upah sebaiknya pada awal 

perjanjian menerangkan semua isi perjanjian kepada pekerja sehingga tidak 

timbul ketidaktahuan dan kecurigaan yang dapat menimbulkan ketidakrelaan di 

antara PT. Pesona Cipta dan pekerja, serta PKWT seharusnya diberikan pada 

pekerja pada setiap awal perjanjian atau awal tahun, karena PKWT tersebut 

merupakan salah satu bentuk hasil kesepakatan. 

2. Melihat dunia kerja di Indonesia saat ini, menurut pendapat penyusun 

outsourcing (sekarang alih daya) belum dapat dihapuskan sehingga 
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konsekuensinya  pemerintah sebagai pemegang kewenangan untuk membuat 

peraturan sebaiknya membuat regulasi peraturan-perundang-undangan yang 

sebisa mungkin dapat mengakomodir semua kepentingan pihak-pihak yang 

terlibat dalam outsourcing, baik perusahaan outsourcing, perusahaan mitra kerja, 

maupun pekerja outsource. 

3. Kita sebagai insan akademik sebaiknya tidak berpikir pendek ketika menghadapi 

masalah ketenagakerjaan dan tidak menyalahkan salah satu pihak manapun 

karena semuanya punya andil. Sebagi insan akademik juga sudah bukan saatnya 

hanya belajar pada tataran teori, tetapi juga harus diimplementasikan pada 

kehidupan nyata, salah satunya dengan mencari jalan atau solusi untuk masalah 

ketenagakerjaan di Indonesia, khususnya sistem outsaourcing/alih daya.  

4. Solusi tersebut dapat berupa partisipasi dalam menyumbangkan usulan 

pemikirannya pada pembuatan peraturan perundang-undangan yang terkait 

dengan outsourcing, atau dengan membela hak-hak pekerja yang belum 

didapatkan dengan cara bergabung pada lembaga-lembaga bantuan hukum, atau 

secara langsung terjun ke lapangan untuk menciptakan lapangan kerja baru yang 

dapat menyerap banyak tenaga kerja. 
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Lampiran I 

 

TERJEMAH 

No Hlm Fn TERJEMAHAN 

BAB I 

1. 14 20 Sesuatu yang telah terkenal menurut ‘urf, seperti sesuatu yang 

disyaratkan dengan suatu syarat. 

2. 15 21 Adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum. 

3. 15 22 Menentukan dengan dasar ‘urf, seperti menentukan dengan 

berdasarkan nash. 

4. 15 23 Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan 

harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan 

perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.  

5. 15 24 Hukum pokok pada aqad adalah kerelaan kedua belah pihak yang 

mengadakan aqad hasilnya apa yang saling diiltizamkan oleh 

peraqadan itu.   

6. 16 25 Kebutuhan itu menempati tempatnya darurat, baik kebutuhan 

yang bersifat umum maupun yang khusus.  

7. 16 27 Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku  adil dan berbuat 

kebajikan. 

BAB II 

8. 21 3 1. Akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui 

dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan. 

9. 22 3 2. Nama bagi akad-akad untuk kemanfaatan yang bersifat 

manusiawi dan untuk sebagian yang dapat dipindahkan. 

10. 22 3 3. Akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud 

tertentu dan mubah serta menerima pengganti atau 



 
 

kebolehan dengan pengganti tertentu. 

11. 22 3 4. Pemilikan manfaat dengan adanya imbalan dan syarat-syarat. 

12. 22 3 5. Akad yang objeknya ialah penukaran manfaat untuk masa 

tertentu, yaitu pemilikan manfaat dengan imbalan, sama 

dengan menjual manfaat. 

13. 23 5 Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka 

tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran 

menurut yang patut. 

14. 23 6 Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu, 

maka berikanlah kepada mereka upahnya… 

15. 24 7 Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku 

ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena 

sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk 

bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya". 

Berkatalah dia (Syuaib): "Sesungguhnya aku bermaksud 

menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, 

atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika 

kamu cukupkan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) 

dari kamu, maka aku tidak hendak memberati kamu. Dan kamu 

insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik". 

16. 24 8 Berbekamlah kamu, kemudian berikanlah olehmu upahnya 

kepada orang yang membekamnya 

17. 25 9 Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering 

 BAB IV 

 

19. 85 3 Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan 

harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan 

perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.  

20. 86 4 Adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum. 



 
 

21. 88 6 Hai orang-orang yang beriman, tunaikanlah aqad di antara kamu. 

22. 95 8 Tulisan itu hukumnya seperti perkataan 

 



Lampiran II 

 

BIOGRAFI TOKOH 

 

Teungku Muhammad Hasbi ash Shiddieqy 

Prof. Dr. Teungku Muhammad Hasbi ash Shiddieqy mula mendapat 

pendidikan awalnya di pondok pengajian milik bapanya. Beliau menuntut ilmu di 

pelbagai pondok pengajian dari stu kota ke kota yang lain selama 20 tahun. Beliau 

mempelajari bahasa Arab dari gurunya yang bernama Syeikh Muhammad ibn Salim 

al-Kalali, seorang ulama’ berbangsa Arab. Pada tahun 1926 T.M Hasbi ash Shiddieqy 

berangkat ke Surabaya dan melanjutkan pelajarannya di Madrasah al-Irsyad yaitu 

sebuah organisasi keagamaan yang didirikan oleh Syeikh Ahmad Soorkati (1874-

1943), seorang ulama’ yang berasal dari Sudan . Di Madrasah al-Irsyad Hasbi ash 

Shiddieqy mengambil takhassus dalam bidang pendidikan selama 2 tahun. 

Pengajiannya di al-Irsyad dan gurunya Ahmad Soorkati banyak memberi didikan ke 

arah pembentukan pemikiran moden. Beliau juga pernah menuntut di Timur Tengah. 

Semasa hidupnya, Hasbi ash-Shiddieqy aktif menulis dalam berbagai disiplin 

ilmu, khususnya ilmu-ilmu keislaman. Menurut catatan, karya tulis yang telah 

dihasilkannya berjumlah 73 judul buku, terdiri dari 142 jilid, dan 50 artikel. Sebagian 

besar karyanya adalah buku-buku fiqh yang berjumlah 36 judul. Sementara bidang-

bidang lainnya, seperti hadis berjumlah 8 judul, tafsir 6 judul, dan tauhid 5 judul, 

selebihnya adalah tema-tema yang bersifat umum. Karya Hasbi paling fenomenal 

adalah Tafsir an-Nur. Sebuah tafsir al-Qur`an 30 juz dalam bahasa Indonesia. Karya 

ini fenomenal karena tidak banyak ulama Indonesia yang mampu menghasilkan karya 

tafsir semacam itu. 

 

Ahmad Azhar Basyir 

Beliau dilahirkan di Yogyakarta 21 November 1928. Menamatkan Sekolah 

Rakyat Muhammadiyah di Sonoratan Yogyakarta tahun 1940, Madrasah Al-Falah di 

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Muhammad_ibn_Salim_al-Kalali&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Muhammad_ibn_Salim_al-Kalali&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Madrasah_al-Irsyad&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Ahmad_Soorkati


Kauman Yogyakarta tahun1944. Pernah mengikuti Madrasah Salafiyah di Pesantren 

Termas, Pacitan, Jawa Timur pada tahun 1942/1943 dan Madrasah Muballighin III ( 

Tablugh School) Muhammadiyah di Yogyakarta tahun 1946. Pada mei 1946 beliau 

bergabung dalam kesatuan TNI Hisbullah Bataliyon 36 di Yogyakarta. Bulan 

Oktober 1949 belajar di Madrasah Menengah Tinggi Yogyakarta, tamat tahun 1952. 

Kemudian melanjutkan belajar di Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN) 

Yogyakarta dan menyelesaikan Doktoral I tahun 1956, dan ditugaskan belajar ke Irak 

tahun 1957. Beliau mengikuti kuliah di Fakultas Adab (Sastra) Universitas Baghdad 

selama setahun. Pada tahun 1958 beliau meninggalkan Baghdad dan pindah ke Mesir. 

Di sana beliau memperoleh Master dalam ‘Ulum Islamiyyah Jurusan Syari’ah 

Islamiyah dari Fakultas Darul ‘Ulum, Universitas Kairo. 

Tahun 1968 menjadi staff edukatif di UGM Yogyakarta, tenaga tetap di 

Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 

Surakarta, dan Malang. Beliau juga menjadi dosen tidak tetap di Pascasarjana UIN 

Sunan Kalijaga Yogyakarta. Jabatan lain yang disandangnya adalah menjadi anggota 

tetap Akademi Fiqih Islam OKI (wakil Indonesia), salah seorang ketua Bank 

Muamalat Indonesia, dan Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 1990-1995. 

  

 

Asjmuni Abdurrahman 

Prof.Drs. Asjmuni Abdurrahman adalah profesor Hukum Islam dari IAIN 

(sekarang Universitas Islam) Sunan Kalijaga Yogyakarta. Beliau memiliki spesifikasi 

dan keahlian yang mumpuni dibidang ilmu fiqih maupun menyangkut hal-hal yang 

berkaitan dengan ijtihad, tarjih, serta persoalan-persoalan kontemporer dalam hukum 

Islam. Prof. Drs. H. Asjmuni lahir di Yogyakarta pada tanggal 10 Desember 1931. 

Asjmuni mulai belajar di Sekolah Rakyat Muhammadiyah dan lulus tahun 1947. 

setelah itu, Asjmuni melanjutkan pendidikannya ke Sekolah Guru dan Hakim Agama 

(SGHA) dan tamat pada tahun 1953. kemudian setelah tamat dari SGHA, Asjmuni 

melanjutkan ke perguruan tinggi, yaitu Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga 



Yogyakarta dan mendapatkan gelar S1 pada tahun 1963. Di samping pendidikan 

formal, Asjmuni juga sempat mengikuti Post Graduate Course (PGC) Fiqih pada 

tahun 1971, dan kursus pendidikan SESPA (Sekolah Staf dan Pimpinan Administrasi) 

tahun 1978. kedua pendidikan formal tersebut diikuti oleh Asjmuni ketika ia tercatat 

sebagai pengajar dan Asisten Guru Besar di lingkungan IAIN Sunan kalijaga 

Yogyakarta. Kemampuan Asjmuni dalam ilmu fiqih dan hukum Islam tidak 

diragukan. 

Asjmuni memulai karir pekerjaannya sebagai karyawan Departemen Agama 

DKI Jakarta pada tahun 1953 hingga 1957. kemudian sejak 1957 sampai tahun 1963, 

ia menjadi pegawai Departemen Agama yang mendapat tugas belajar di PTAIN 

Yogyakarta. Baru pada tahun 1964 hingga sekarang Asjmuni resmi sebagai dosen di 

Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga. Selain mengajar di IAIN Sunan kalijaga, ia 

juga mengajar di beberapa perguruan tinggi lainnya, seperti Universitas Islam 

Indonesia (UII), Universitas Muhammadiyah Surakarta, fakultas Syariah Universitas 

Cokroaminoto, serta aktif bertabligh di masjid-masjid di Yogyakarta. 

 

Rachmat Syafe’i 

Lahir di Limbangan Garut pada tanggal 3 Januari 1952. Beliau menamatkan 

Sekolah Dasar Negeri di Garut pada tahun 1965, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama 

Garut tahun 1968, Madrasah Aliyah Negeri Bandung tahun 1969, IAIN Sunan 

Gunung Jati Bandung tahun 1972, al-Azhar Kairo tahun 1973-1980, Cairo University 

(Jami’ah al-Qahirah) dan Darul ‘Ulum Jurusan Syari’ah Islamiyah tahun 1977-1979. 

Tahun 1985 sampai sekarang menjadi dosen di IAIN Sunan Gunung Jati 

Bandung dan menjabat ketua Bidang Kajian Hukum Islam di Pusat pengkajian Islam 

dan Pranata (PPEP) IAIN Sunan Gunung Jati Bandung. Beliau juga menjabat sebagai 

dosen di berbagai perguruan tinggi, antara lain UNISBA (1980-sekarang), dosen 

STIE al-Falah, Dosen Pascasarjana IAIN Sunan Gunung Jati dan dosen Pascasarjana 

Iilmu Hukum UNISBA. 



Lampiran III 

 

 

STRUKTUR ORGANISASI 

KANTOR PUSAT 
 

KOMISARIS 

DIREKTUR 
UTAMA 

KONSULTAN 
KEUANGAN 

DIREKTUR 
PERSONALIA 

KONSULTAN 
LEGAL/HUKUM 

DIREKTUR 
KEUANGAN 

DIREKTUR 
OPERASIONAL 

DIREKTUR 
PEMASARAN 

KEPALA 
PERSONALIA 

KEUANGAN  
HARIAN 

KEPALA 
OPERASIONAL 

KEPALA 
PEMASARAN 

REKRUTMEN 

PAYROLL 
JAMSOSTEK 

ADMINISTRASI 

LEGAL 

KEUANGAN 
HARIAN 

 

TAX 

INVOICE 

ADMINISTRASI 
OPERASIONAL 

 

CHIEF 
SECURITY 

 

SUPERVISOR 
OPERASIONAL 

 

SECURITY 

OFFICE BOY 

CLEANING 
SERVICE 

DRIVER 

OPERATOR 

KEPALA 
DEVELOPMENT 

PUBLIC 
RELATION 

 

MARKETING 
 

ADMINISTRASI 
 

TRAINING 
DEVELOPMENT 

KEPALA 
CABANG 



Lampiran V 

 

PEDOMAN WAWANCARA PERUSAHAAN 

GUNA PENELITIAN AKADEMIK TENTANG  

PANDANGAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA   

TERHADAP PERJANJIAN KERJA DI PT. PESONA CIPTA, YOGYAKARTA 

 

1. Siapakah nama Anda? 

2. Pada bagian apa Anda bekerja di PT. Pesona Cipta? 

3. Sudah berapa lama Anda bekerja di PT. Pesona Cipta? 

4. Bagaimana sejarah berdirinya PT. Pesona Cipta? 

5. Bergerak di bidang apa sajakah PT. Pesona Cipta? 

6. Ada berapa cabang PT. Pesona Cipta? 

7. Apa visi dan misi PT. Pesona Cipta? 

8. Bagaimana system outsourcing di PT. Pesona Cipta? 

9. Bagaimana proses perekrutan karyawan? 

10. Bagaimana system penyaluran karyawan? 

11. Siapa sajakah user dari PT. Pesona Cipta? 

12. Apa saja kendala PT. Pesona Cipta? 

13. Apa saja masalah yang sering timbul dengan karyawan? 

14. Bagaimanakah cara menyelesaikan kendala dan masalah? 

15. Apakah harapan Anda ke depan? 



 

Lampiran VI 

PEDOMAN WAWANCARA KARYAWAN 

GUNA PENELITIAN AKADEMIK TENTANG  

PANDANGAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA   

TERHADAP PERJANJIAN KERJA DI PT. PESONA CIPTA, YOGYAKARTA 

 

1. Siapakah nama Anda? 

2. Apakah Anda karyawan outsourcing dari PT. Pesona Cipta Yogyakarta? Pada 

bagian apa Anda bekerja? 

3. Sudah berapa lama Anda bekerja di sini? 

4. Bagaimana proses bergabungnya Anda dengan PT. Pesona Cipta Yogyakarta? 

5. Sudah berapa lama Anda bekerjasama dengan PT. Pesona Cipta Yogyakarta? 

6. Sudah berapa kali Anda melakukan PKWT dengan PT. Pesona Cipta 

Yogyakarta? 

7. Apakah isi dari PKWT tersebut ada yang ganjal?  

8. Apakah pernah ada masalah dengan PT. Pesona Cipta Yogyakarta terkait 

pelaksanaan isi PKWT? 

9. Apakah pernah ada masalah selama Anda bekerja di sini (perusahaan user)? 

10. Bagaimana pelaksanaan PKWT terkait pemenuhan hak dan kewajiban? 

11. Bagaimana pelaksanaan perjanjian terkait dengan upah, Jamsostek dan THR? 

12. Bagaimana pemberlakuan lembur, cuti dan libur? 

13. Apakah hak ibadah anda terpenuhi? 

14. Bagaimana pendapat Anda tentang sistem outsourcing yang ada di PT. 

Pesona Cipta Yogyakarta? 

15. Apakah harapan Anda ke depan? 
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